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Pancasila sebagai dasar negara sekaligus falsafah hidup bangsa Indonesia 
mengandung cita-cita luhur untuk membangun masyarakat yang adil, 

demokratis, dan beradab. Namun, dalam praktik pendidikan nasional, nilai-
nilai Pancasila sering kali berhenti pada tataran slogan dan belum sepenuhnya 
diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ahmad Syafii Maarif pernah menyoroti 
persoalan colonizable mentality atau mentalitas terjajah, yakni kondisi ketika 
generasi muda kehilangan daya kritis dan mudah terjebak dalam arus pragmatisme. 
Menurut saya, persoalan tersebut berasal dari pendidikan yang belum mampu 
menanamkan nilai-nilai Pancasila serta cenderung pasif, berorientasi pada hafalan, 
dan kurang memberi ruang bagi anak untuk berpikir reflektif.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan masa emas di mana anak mulai 
menegosiasikan karakter, nilai, serta pandangan dunianya. Pada fase ini, anak 
sangat reseptif terhadap pola sosial di lingkungannya dan membawa “bank data” 
pengamatan yang memengaruhi pilihan sosialnya. Oleh karena itu, PAUD menjadi 
ruang strategis untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara substantif, bukan 
sekadar formalitas. Penanaman nilai keadilan dan penghormatan terhadap sesama 
sejak dini dapat membentuk nurani bangsa yang kokoh. Selain itu, pengembangan 
berpikir kritis sejak usia dini juga berfungsi sebagai antitesis terhadap mentalitas 
terjajah. Anak-anak perlu diajak untuk bertanya, berdialog, dan menalar kebenaran, 
sehingga tumbuh menjadi generasi yang berani berpikir independen dan peduli 
terhadap kemanusiaan. 
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Dalam konteks ini, pendekatan pembelajaran 
mendalam (deep learning) menjadi salah satu 
solusi metodologis yang relevan. Dengan 
menekankan keterhubungan konsep, refleksi 
mendalam, dan pengalaman belajar yang 
bermakna, deep learning membantu anak 
mengembangkan daya kritis sekaligus 
internalisasi nilai Pancasila secara lebih kokoh. 
Dengan demikian, PAUD tidak hanya menjadi 
ruang bermain, tetapi juga laboratorium 
pembentukan karakter demokratis dan 
beradab. Pendidikan berbasis Pancasila, 
berpikir kritis, dan deep learning sejak dini 
merupakan strategi jangka panjang untuk 
merawat nurani bangsa dan mewujudkan cita-
cita Pancasila yang membebaskan manusia.

Kemanusiaan yang Membebaskan

Indonesia adalah sebuah bangsa yang ditandai 
oleh kemajemukan luar biasa, baik dari 
segi etnis, agama maupun budaya (Arfaton 
dkk., 2025; Farisi, 2015; Nurman dkk., 
2022). Keberagaman ini merupakan realitas 
fundamental yang menjadi dasar berdirinya 
Republik Indonesia, sebagaimana tercermin 
dalam semboyan nasional Bhinneka Tunggal 
Ika. Lebih dari sekadar fakta demografis, prinsip 
ini adalah panggilan moral untuk terlibat aktif 
dan positif dalam merayakan keberagaman. 
Namun, sejak awal, para pendiri bangsa 
menyadari bahwa keberagaman ini adalah 
keberkahan sekaligus tantangan (Puspitasari 
dan Soraya, 2024). Ahmad Syafii Maarif, 
seorang intelektual Muslim yang dikenal 
sebagai “Guru Bangsa” dan juga konsisten 
dalam memperjuangkan nilai-nilai pluralisme 
dan kemanusiaan menegaskan bahwa 
Indonesia sebagai negara yang menjunjung 
tinggi nilai keislaman harus dipahami sebagai 
sebuah “tenda kemanusiaan” dan “tenda besar 
bangsa” yang menaungi seluruh komponen 
masyarakat tanpa diskriminasi (Cuaca, 2023; 
Shofan, 2023; Qorib, 2019).

Namun demikian, dalam praktiknya, Buya 
Syafii juga menyadari bahwa sengaja atau tidak, 
cita-cita luhur tersebut sering kali terhambat 
oleh lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila 
yang justru akan memperpanjang derita bangsa 
(Shofan, 2023). Pancasila sebagai ideologi 
bangsa yang seharusnya berfungsi sebagai 
platform bersama bagi masyarakat dengan 
latar belakang agama, sosial, dan budaya yang 
berbeda di Indonesia justru sering kali hanya 
dimuliakan dalam kata-kata, tapi lupa dan lalai 
untuk dipraktikkan dalam kehidupan nyata 
(Azra, 2017; Cuaca, 2023; Shofan, 2023). Hal 
ini terlihat dari maraknya intoleransi, korupsi, 
perusakan lingkungan, aksi-aksi terorisme dan 
prinsip keadilan yang sering kali terabaikan 
(Maarif, 2019; Cuaca, 2023; Qorib, 2019). 
Dalam pandangan Buya, Pancasila seharusnya 
menjadi pedoman hidup yang membentuk 
karakter bangsa dan bukan sekadar slogan 
politik, melainkan harus diterjemahkan ke 
dalam format yang konkrit (Shofan, 2023).

Kritik ini mencerminkan kegelisahan 
Buya terhadap kondisi bangsa yang belum 
sepenuhnya mampu mewujudkan cita-cita 
luhur Pancasila. Alih-alih menjadi pedoman 
hidup yang meneguhkan keadilan sosial, 
Pancasila sering kali berhenti pada slogan. 
Dalam pandangan Buya, kegagalan ini bukan 
sekadar masalah politik, melainkan juga krisis 
moral dan ketidakmampuan dalam bersaing di 
kancah global yang berakar pada pendidikan 
(Shofan, 2023). Karena itu, ia menekankan 
perlunya pendidikan yang membebaskan, 
yang memberi ruang untuk berpikir kritis 
dan reflektif, sebuah praksis yang menjadikan 
Pancasila bukan hanya sebatas teks normatif, 
melainkan sebagai pengalaman hidup yang 
membebaskan.

Gagasan Buya Syafii Maarif tentang 
kemanusiaan yang membebaskan sesungguhnya 
dapat dibumikan melalui penanaman nilai-
nilai Pancasila dan pengembangan kemampuan 
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berpikir kritis sejak usia dini. PAUD sebagai 
masa emas perkembangan anak merupakan 
ruang strategis untuk menanamkan nilai 
keadilan dan penghormatan terhadap sesama 
sebagai fondasi nurani bangsa (Puspitasari 
dan Soraya, 2024). Dengan pendekatan 
ini, pendidikan tidak lagi sekadar menjadi 
sarana administratif atau kebutuhan industri, 
melainkan antitesis terhadap mentalitas 
terjajah yang mandiri, mampu menghadapi 
tantangan, mengatasi rintangan, dan bahkan 
menjadi agen perubahan yang membawa 
kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan 
kemanusiaan (Kementerian Pendidikan Dasar 
dan Menengah, 2025).

Dalam kaitannya dengan krisis pendidikan 
nasional terutama pada tataran PAUD, 
gagasan Buya Syafii sejatinya menegaskan 
pentingnya pendidikan berbasis Pancasila 
dan berpikir kritis sebagai strategi jangka 
panjang untuk membangun bangsa yang 
demokratis, beradab, dan merdeka dalam 
berpikir (Tesar dan Pangastuti, 2024; Gorard 
dkk., 2015). Dalam konteks ini, pendekatan 
deep learning dapat dijadikan sebagai solusi 
metodologis yang relevan, karena menekankan 
pada keterhubungan konsep, refleksi 
mendalam, dan pengalaman belajar yang 
bermakna (Kementerian Pendidikan Dasar 
dan Menengah, 2025). Dengan demikian, 
penanaman nilai Pancasila tidak berhenti 
pada hafalan, melainkan menjadi proses 
internalisasi yang mengasah daya kritis anak 
sejak dini, sehingga pendidikan benar-benar 
berfungsi sebagai antitesis terhadap mentalitas 
terjajah (Kementerian Pendidikan Dasar dan 
Menengah, 2025).

Kritik Buya Syafii terhadap Kepandiran 
Intelektual

Salah satu persoalan mendasar yang dikritisi 
Buya Syafii adalah mengenai kualitas 
pendidikan nasional. Alih-alih membangun 

“nurani bangsa” dan sebagai sarana untuk 
menanamkan nilai-nilai Pancasila, pendidikan 
di Indonesia lebih sering diarahkan pada 
pencapaian nilai akademik dan keterampilan 
teknis yang mendukung kebutuhan industri, 
mengesampingkan aspek moral, etika, 
dan kemanusiaan. Akibatnya, pendidikan 
kehilangan ruhnya sebagai sarana pembentukan 
manusia seutuhnya. Melahirkan generasi yang 
bermental pasif serta kehilangan kreatifitas 
dan daya kritis, tidak memiliki kemampuan 
dan keberanian untuk menghadapi kehidupan 
dan mempertanyakan kebenaran, serta mudah 
terjebak dalam arus pragmatisme bahkan juga 
radikalisme (Kementerian Pendidikan Dasar 
dan Menengah, 2025).

Buya Syafii berpegang teguh pada perbaikan 
mentalitaas dan sistem pendidikan 
(Maarif, 2019). Buya juga secara konsisten 
mengingatkan bahaya mentalitas yang hanya 
sibuk dengan simbol dan formalisme namun 
kehilangan substansi kemanusiaan. Dalam 
dunia pendidikan, pola pikir ini mewujud 
dalam model pembelajaran yang dogmatis dan 
transmisif, di mana anak diperlakukan sebagai 
wadah kosong untuk menampung informasi 
tanpa pemaknaan (Kementerian Pendidikan 
Dasar dan Menengah, 2025). Bagi Buya Syafii, 
substansi jauh lebih penting daripada bentuk. 
Seperti filsafat “garam dan gincu” yang ia 
kutip dari Mohammad Hatta. Pendidikan 
harus memberikan “rasa” pada keadilan dan 
kemanusiaan dalam praktik nyata, bukan 
sekadar menjadi pemanis bibir dalam slogan-
slogan kenegaraan atau kegiatan-kegiatan yang 
minim pemaknaan (Cuaca, 2023).

Dalam hal ini, Buya Syafii sejalan dengan 
Malik bin Nabi, seorang pemikir Muslim 
dari Aljazair, yang memperkenalkan istilah 
colonizable mentality untuk menggambarkan 
kondisi bangsa yang kehilangan daya kritis 
sehingga mudah dijajah dan dengan mudah 
dipermainkan oleh pihak lain (Maarif, 2019; 
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Shofan, 2023). Menurutnya, kolonialisme 
tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, 
tetapi juga dalam bentuk mental. Buya 
melihat kondisi ini terpampang nyata dalam 
pendidikan Indonesia: anak-anak dididik 
untuk patuh, bukan untuk berpikir kritis. 
Mereka diajarkan untuk menghafal, bukan 
untuk memahami (Kementerian Pendidikan 
Dasar dan Menengah, 2025). Akibatnya, 
pendidikan hanya melahirkan generasi yang 
siap bekerja, tetapi tidak siap menjadi warga 
negara yang kuat, arif, dan bijaksana. 

Buya menekankan bahwa penjajahan bertahan 
karena adanya kelemahan internal berupa 
hilangnya tradisi intelektualisme, lemahnya 
etos, dan miskinnya kreativitas (Shofan, 2023). 
Ketika anak-anak di sekolah hanya diajarkan 
untuk menjadi penampung informasi pasif, 
mereka sedang dididik untuk menjadi 
objek, bukan subjek agensi yang merdeka. 
Sebaliknya, pendidikan harus ditekankan 
pada penguatan anak sebagai agen perubahan 
yang mampu berpikir reflektif dan peduli 
terhadap kemaslahatan kolektif (Kementerian 
Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025).

Kritik Buya tidak berhenti pada tataran 
konseptual semata. Lebih jauh dari itu, 
Buya menekankan pentingnya melakukan 
rekonstruksi praksis pendidikan yang benar-
benar membebaskan manusia. Tantangan 
rekonstruksi pendidikan ini juga terlihat dan 
justru semakin nyata dalam konteks PAUD, 
yang kerap kali hanya menjadi ruang bermain 
yang ramai secara fisik tetapi miskin secara 
substansi (Kementerian Pendidikan Dasar 
dan Menengah, 2025). Anak-anak tidak 
diajak untuk berpikir kritis atau memahami 
perbedaan dan nilai-nilai kemanusiaan secara 
mendalam. Padahal, masa usia dini adalah 
periode emas dalam proses perkembangan anak, 
baik secara fisik, emosi, maupun intelektual, 
di mana mereka mulai menegosiasikan rasa 
keadilan dan memahami perbedaan (Geraci 

dkk., 2023). Dalam konteks Indonesia yang 
beraneka suku bangsa dan bahasa, PAUD 
seharusnya menjadi ruang untuk menanamkan 
nilai-nilai kebinekaan. Anak-anak perlu 
diajak untuk memahami perbedaan sebagai 
sesuatu yang wajar dan indah, bukan ancaman 
(Puspitasari dan Soraya, 2024). Hal ini sejalan 
dengan gagasan Buya Syafii yang menekankan 
pada keadilan, kenyamanan, keamanan, 
dan perlindungan kepada semua orang yang 
berdiam di Indonesia tanpa diskriminasi 
(Cuaca, 2023).

Pendidikan sebagai Antitesis Mentalitas 
Terjajah

Masa paling krusial dalam menanamkan nilai-
nilai Pancasila sebagai proyek jangka panjang 
adalah pendidikan anak usia dini, di mana 
masif perkembangan otak terjadi dan anak 
mulai menegosiasikan karakter, nilai, serta 
pandangan dunianya (Tesar dan Pangastuti, 
2024). Pada fase sensitif ini, anak sangat 
reseptif terhadap pola sosial di lingkungannya 
(Puspitasari dan Soraya, 2024). Jauh dari 
anggapan sebagai “kertas kosong,” anak 
usia 3,5 tahun yang masuk sekolah sudah 
membawa “bank data” berupa pengamatan 
tentang karakter manusia dan mulai membuat 
pilihan sosial berdasarkan persepsi keadilan 
Geraci dkk., 2023). Lembaga PAUD menjadi 
ruang sosial pertama di luar keluarga tempat 
anak berjumpa dengan “kesamaan dan 
perbedaan.” Jika pengalaman awal ini berakar 
pada sikap saling menghormati,  maka  taman  
kanak-kanak  berfungsi  efektif  sebagai  
“laboratorium  sosial demokrasi” (Tesar dan 
Pangastuti, 2024). Dalam konteks ini, anak 
tidak hanya bertindak sebagai pengamat, 
tetapi juga sebagai partisipan dan agen dalam 
membangun kompetensi serta sikapnya sendiri 
Tesar dan Pangastuti, 2024; Baker dkk., 2023).

Sayangnya, praktik pendidikan kita sering 
kali masih menempatkan anak-anak sebagai 
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subjek yang “pander” atau belum mampu 
berpikir mendalam (Kementerian Pendidikan 
Dasar dan Menengah, 2025). Kita perlu 
mengubah paradigma PAUD dari sekadar 
tempat bermain menjadi sebuah laboratorium 
karakter di mana anak-anak diajak untuk aktif 
bertanya dan menalar kebenaran. Pendidikan 
yang membebaskan mengharuskan kita 
memperlakukan anak sebagai subjek agensi 
(Baker dkk., 2023). Ini berarti memberikan 
mereka ruang untuk mengambil keputusan, 
bereksplorasi, dan memahami konsekuensi dari 
tindakan mereka (Baker dkk., 2023). Dengan 
melibatkan anak dalam proses inkuiri dan 
dialog sederhana tentang nilai-nilai keseharian, 
kita sedang memutus rantai “mentalitas objek” 
yang menjadi fondasi dari mentalitas terjajah.

Namun demikian, meskipun ada penekanan 
nasional yang kuat pada Pancasila, kesenjangan 
mendalam tetap ada antara tujuan normatif 
dan realitas kelas (Arfaton dkk., 2025). Secara 
fenomenologis, pendidikan Indonesia sering 
kali menunjukkan ketidakselarasan, di mana 
aspirasi untuk berpikir kritis dan reflektif, tidak 
tercermin dalam interaksi kelas yang masih 
sering bersifat transmisif dan berorientasi 
pada hafalan. Hal ini menghasilkan fenomena 
bersekolah tetapi tidak belajar atau schooling 
without learning (Kementerian Pendidikan 
Dasar dan Menengah, 2025). Yaitu, siswa 
aktif secara fisik tetapi pasif secara intelektual 
sehingga lemah dalam penalaran kritis dan 
argumentatif yang esensial bagi masyarakat 
demokratis (UNESCO, 2020).

Buya Syafii Maarif yang cukup concern 
terhadap fenomena colonizable mentality 
berpandangan bahwa mentalitas terjajah lahir 
dari pendidikan pasif, berorientasi hafalan, 
dan gagal menumbuhkan daya kritis. Adapun 
antitesis terhadap kondisi tersebut adalah 
pendidikan yang membebaskan. Yakni, 
pendidikan yang menanamkan nilai-nilai 
Pancasila sekaligus mengasah kemampuan 

berpikir kritis sejak dini. Sebagai solusi 
metodologis, pendekatan deep learning 
menawarkan kerangka yang selaras dengan 
visi Buya Syafii. Berbeda dengan pembelajaran 
dangkal (surface learning) yang hanya mengejar 
target administratif dan hafalan, pembelajaran 
mendalam menekankan pada tiga prinsip 
utama: berkesadaran (mindful), bermakna 
(meaningful), dan menggembirakan (joyful).

Pertama, mindful atau berkesadaran. Mindful 
learning mengajak anak untuk hadir secara 
penuh dan menyadari proses belajarnya, bukan 
sekadar mengikuti instruksi atau menerima 
informasi. Guru berperan sebagai fasilitator 
yang membantu anak mengatur diri, membuka 
perspektif baru, dan menyadari keterhubungan 
antara pengetahuan dan pengalaman hidup. 
Dengan kesadaran penuh, anak belajar 
melihat realitas secara reflektif sehingga 
pendidikan menjadi sarana pembebasan dari 
mentalitas pasif. Mindful learning hadir ketika 
guru mengajak anak memulai hari dengan 
refleksi sederhana. Misalnya, menyebutkan 
perasaan atau pengalaman kecil yang mereka 
alami. Aktivitas ini melatih kesadaran diri, 
regulasi emosi, dan keterbukaan terhadap 
perspektif baru sehingga anak belajar untuk 
hadir secara sadar dan penuh dalam proses 
belajar (Kementerian Pendidikan Dasar dan 
Menengah, 2025).

Kedua, meaningful atau bermakna. Meaningful 
leraning menghubungkan materi dengan 
big ideas seperti keadilan, kebenaran, dan 
kemanusiaan (Tesar dan Pangastuti, 2024). 
Anak tidak hanya menghafal, tetapi diajak 
mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman 
sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila ditanamkan 
bukan sebagai slogan atau sesuatu yang bersifat 
abstrak, melainkan sebagai pengalaman hidup 
yang membekas. Dengan cara ini, pendidikan 
menjadi antitesis terhadap mentalitas terjajah 
secara langsung dengan mengaitkannya pada 
pengalaman nyata kehidupan di lingkungan 
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anak-anak. Misalnya, ketika membahas 
cerita rakyat nusantara. Guru tidak hanya 
meminta anak mengulang isi cerita, tetapi 
juga mengajak mereka untuk mendiskusikan 
nilai keadilan atau kejujuran yang terkandung 
di dalamnya (Kementerian Pendidikan Dasar 
dan Menengah, 2025).

Ketiga, joyful atau menggembirakan. Joyful 
learning menciptakan keamanan psikologis 
yang membebaskan anak dari rasa takut salah 
sehingga mereka berani berkreasi dan berpikir 
kritis. Deep learning juga tidak berarti kaku atau 
penuh tekanan. Justru, ia menciptakan suasana 
belajar yang interaktif dan menyenangkan di 
mana “momen aha” memicu motivasi intrinsik 
anak. Joyful learning memastikan bahwa proses 
berpikir kritis tidak terasa sebagai beban, 
melainkan sebagai petualangan intelektual 
yang menggembirakan. Misalnya, anak diajak 
membuat proyek kreatif seperti “pohon 
Pancasila” yang setiap daunnya berisi nilai yang 
mereka praktikkan sehari-hari seperti berbagi 
dengan teman atau menghormati perbedaan. 
Aktivitas semacam ini memicu “aha moments” 
yang menumbuhkan motivasi intrinsik 
sehingga berpikir kritis terasa menyenangkan 
dan bukan malah membebani (Kementerian 
Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025).

Dalam kerangka ini, guru tidak lagi berperan 
sebagai “petugas bank” yang sekadar 
mentransfer fakta, melainkan sebagai aktivator, 
kolaborator, dan pengembang budaya belajar. 
Guru menuntun anak untuk membangun 
kompetensi melalui dialog, eksplorasi, dan 
refleksi. Dengan demikian, pendidikan berbasis 
Pancasila dan deep learning sejak dini dapat 
menjadi strategi jangka panjang untuk merawat 
nurani bangsa, menumbuhkan generasi 
yang kritis, membebaskan dari belenggu 
mentalitas terjajah serta mewujudkan cita-cita 
Pancasila dalam kehidupan nyata. Terlebih, 
pendekatan ini juga mengintegrasikan Olah 
Pikir (intelektual), Olah Hati (etika), Olah 

Rasa (estetika), dan Olah Raga (kinestetik) 
secara holistik (Kementerian Pendidikan 
Dasar dan Menengah, 2025). Melalui 
pengalaman belajar kritis yang menekankan 
pada tahapan Memahami, Mengaplikasi, dan 
Merefleksi, anak-anak tidak hanya “tahu” 
tentang Pancasila, tetapi mereka “menalar” dan 
“menghidupinya” (Gorard dkk., 2015). Inilah 
cara kerja intelektual yang dapat menangkal 
pragmatisme sempit dan kepandiran yang 
dikhawatirkan Buya Syafii.

Dalam praktiknya di ruang kelas PAUD, 
pembelajaran mendalam mentransformasi 
setiap aktivitas menjadi peluang untuk 
menyemai “nurani bangsa.” Misalnya, 
melalui metode pembelajaran berbasis 
proyek atau dialog reflektif, anak diajak 
untuk berbagi, mendengarkan perspektif 
teman, dan menegosiasikan rasa adil dalam 
permainan (Geraci dkk., 2023). Ini adalah 
sebuah bentuk manifestasi nyata dari “Islam 
Garam” dalam bingkai keindonesiaan, yaitu 
sebuah praktik pendidikan yang mungkin 
tak tampak menonjol dalam simbol-simbol 
formalitas, namun dampaknya terasa meresap 
dalam karakter anak yang jujur dan tulus. 
Penanaman nilai keadilan dan penghormatan 
terhadap martabat sesama sejak dini adalah 
investasi jangka panjang untuk menjaga nilai-
nilai Pancasila.

Dengan memosisikan PAUD sebagai 
laboratorium pembentukan karakter 
demokratis, kita sedang mendidik warga 
negara yang berdaulat secara batin dan pikiran. 
Generasi yang berani berpikir independen dan 
peduli terhadap kemanusiaan adalah warga 
negara yang mustahil untuk dijajah pikirannya 
oleh ideologi apa pun. Inilah ijtihad pendidikan 
yang diperlukan untuk memastikan Indonesia 
tidak hanya bertahan sebagai entitas politik, 
tetapi juga tumbuh sebagai bangsa yang 
beradab dan merdeka seutuhnya.
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